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PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, NIK NikPEMOHON, tempat tanggal lahir di Pasar Lori, 11
Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMP, pekerjaan Kontraktor PT Indah Kiat di
Perawang, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK dan
dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email:
didifardi173@gmail.com, sebagai Pemohon;
Lawan
TERMOHON, NIK NikTERMOHON, tempat tanggal lahir Medan, 03 Juni
1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
tinggal di KABUPATEN SIAK, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2024
yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Sak pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 telah dilangsungkan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten
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Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.
385/14/X/2017 tertanggal 06 Oktober 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan
Termohon berstatus janda (cerai);

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan belum
dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
sendiri yang beralamatkan di Jalan Batin Galang, RT. 001, RW. 003,
Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi pada awal bulan Desember tahun 2017
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh
karena:

e Termohon selalu mementingkan anaknya sendiri dan tidak adil dalam

memperlakukan anak bawaan dari pemohon;
e Termohon selalu melawan ketika dinasehati;

o Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-

kata kasar;

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada tanggal 18 bulan Maret tahun 2021 yang menyebabkan antara
Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi
kerumah kontrakan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
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tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian
Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar
hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa
dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak
Satu Raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Siak Sri Indrapura;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 19 April
2024 dan 26 April 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon
supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon,

namun tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;
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Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 159/Pdt.G/2024/PA
Sak tanggal 18 April 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap
dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon
telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 385/14/X/2017
tertanggal 06 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, telah di-nazegelen serta cocok dengan
aslinya (P.1);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. SAKSI PERTAMA, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir, Igal, 02 Januari 1981,
umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di persidangan dan di
bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon kenal dengan Termohon
bernama Rahmadhani;

— Bahwa ketika menikah Pemohon bersetatus duda sedangkan Termohon
bersetatus janda;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di Jalan Batin Galang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
Termohon sering marah-marah;

— Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah
karena masalah anak bawaan Pemohon yang tidak diurus oleh
Termohon, Termohon bersikap kasar dan marah-marah kepada anak

bawaan Pemohon;
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— Bahwa bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2021, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sekarang
tidak tahu tinggal dimana, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah
bersama;

— Bahwa keluarga sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon
agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon namun tidak berhasil;

— Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Indah Kiat namun
saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. SAKSI KEDUA, NIK NikSAKSI, tempat dan tanggal lahir, Limag, 31 Oktober
1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, di persidangan di
bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

— Bahwa saksi adalah tetagga Pemohon kenal dengan Termohon bernama
Rahmadhani;

— Bahwa ketika menikah Pemohon bersetatus duda sedangkan Termohon
bersetatus janda;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

— Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

— Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;

— Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah
karena Termohon sering marah-marah dan tidak mau mengurus anak
bawaan Pemohon;

— Bahwa bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak tahun 2021, Termohon pergi dari kediaman bersama dan sekarang
saksi tidak tahu tinggal tinggal dimana, sedangkan Pemohon tetap tinggal
di rumah kediaman bersama;
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— Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan dan dinasehati
agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

— Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor di PT. Indah Kiat namun
saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan akibat
perceraian kepada Termohon, vyaitu Mut’ah berupa uang sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala
sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49
ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara
elektronik sebagai Pengguna biasa, maka Majelis Hakim telah memeriksa
kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis
Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan
kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara
elektronik/ e_litigasi pada sidang pertama, namun karena Termohon tidak
pernah hadir ke persidangan maka persetujuan Termohon tidak dapat diperoleh,
oleh karena itu persidangan secara elektronik/ e litigasi tidak dapat
dilaksanakan dalam perkara a quo dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa,

oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
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Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik juncto Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan in casu pada
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum
Kabupaten Siak, tempat di mana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman
senyatanya, dan atau telah tidak ditemukan eksepsi dari Termohon yang
membuktikan sebaliknya maka mengadili perkara a quo secara relatif menjadi
kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan
tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan
dengan bukti tertulis P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagaiman ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada
Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan
Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 jis. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur
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Mediasi di Pengadilan yang menyatakan setiap perkara kontensius harus
diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan
mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan
permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap
Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah
Termohon lebih mementingkan anaknya sendiri dan tidak berlaku adil dalam
memperlakukan anak bawaan Pemohon, sehingga sejak Maret 2021 antara
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah
berkumpul kembali dan ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara
perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara,
telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini
harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan
tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli figih
dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 45 yang kemudian diambil alih

menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

A G Y alls ged can ald ualial) Q&S e oSl ) e (e

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah
haknya";
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Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari
Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini
menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya
kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materill dan untuk
memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan
hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal pasal 288 R. Bg jo. Pasal 1865
KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal
yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, husus dibuat
sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dengan
demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu,
alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil
permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan
demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan
dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig),
mengikat (bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya
dalam persidangan, yaitu Rasuna dan Elvina Riya, keduanya telah memberikan

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi
dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh
keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat
tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (lex spesialis),
sebagaiman ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun
2019 juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon
telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan
secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah
memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut saling
bersesuaian dan relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon
serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang
lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana
dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., dan oleh
karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 tersebut diperoleh
fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah
yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada
tanggal 6 Oktober 2017 dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon,
diperoleh fakta yang pada pokoknya:

— Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering
marah-marah dan tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

— Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021,
Termohon pergi dari rumah, kemudian Pemohon tetap tinggal di rumah
kediaman bersama;

— Saksi dan pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan
perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan
perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang
mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f)
tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan
perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan
perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P.1 serta fakta dari keterangan
saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya
fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri
yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pemohon dan Termohon,
sehingga karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah
pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, yaitu sejak tahun 2021, tidak
pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta Pemohon telah
dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang

dekat Pemohon, yaitu saudara kandung Pemohon, yang pada pokoknya
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menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya
tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat
umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami
istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat
istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua
orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang
karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya
berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan
tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui
keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa
rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcokan serta tidak bersedia
tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta
hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam
sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts
bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam
yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim
Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan
fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang
merupakan sepasang suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
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selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021 yang lalu, bahkan tidak
pernah berkumpul lagi sampai sekarang dan tidak berhubungan sebagaimana
layaknya suami isteri, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak
berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut
diduga (ghalabat al-zhann) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin
dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan
bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat

al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

b "r & N 3§ yRE T B/ 39,:{ bt % m &# ~ Br

pJ mr o q BN &2 [/ @é_r%g 9 ) # g Z 3 jiF 9

C'E br 356 Q g 9 M y7 9 i b )

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;
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Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan

firman Allah SWT dalam surat al-Bagarah ayat 538 yang berbunyi:

ple ans il (8 3l | e 30 ) 5

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami
dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi
perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam
kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan,
setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa'
ayat 130 yang berbunyi:

LS Lol gl (S g Al (pe DS ) o B iy o)
Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan
jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha

Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon,
dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jis.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni
1996 jis. Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis
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Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon
dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan
oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj’i dengan cara
sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Ex Officio;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan menyanggupi untuk
memberikan akibat perceraian terhadap Termohon, yaitu Mut;ah berupa uang
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terhadap hal tersebut di atas,
Hajelis Hakim akan mempertimbangkan seabagai berikut;

Mut;ah;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, Majelis Hakim perlu
mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 241 yang
berbunyi:

Lusiall sdelBa oy renlLg e lalhalls
Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang bertakwa’’;

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut’ah, Al-qur’an Surat
Al- Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut’ah itu harus ma’ruf,
oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang
dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka
sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 278
K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa pemberian mut’ah juga dimaksudkan agar dapat
menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat
Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Figh Al-Islami wa adillatuhu juz VI

halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
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kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan
keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika
bukan talak bain sughro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan kemampuan Pemohon untuk memberi mut’ah
terhadap Termohon dapat dikabulkan, dan berdasarkan kemampuannya dan
dihubungkan dengan masa kebersamaan dalam perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon sejak tahun 2017, serta penyebab perceraian antara
keduanya adalah karena perselisihan yang terus-menerus yang timbul karena
Termohon tidak mau mengurus anak bawaan Pemohon dan sering marah-
marah dan kasar kepada anak bawaan tersebut, maka Majelis Hakim
berpendapat cukup memenuhi asas layak dan pantas (ma’ruf) untuk
menghukum kepada Pemohon membayar mut’ah kepada Termohon berupa
uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat
dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu
memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut’ah dan nafkah
iddah kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas
secara tunai dan sekaligus, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, paling
lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Siak Sri Indrapura;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan hak Termohon
yaitu mu’tah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
yang harus diserahkan secara tunai paling lambat sesaat sebelum
pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa’idah 1445 Hijriah, oleh kami
Muhammad Hidayatullah, S.H.l sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.l., M.H
dan Deded Bakti Anggara, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta
diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta
dibantu oleh Khairul Anuar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,
ttd
Muhammad Hidayatullah, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Siswanto, S.H.l., M.H. Deded Bakti Anggara, Lc.
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Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:
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1. PNBP
a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
b. Biaya Relaas Panggilan Pemohon Rp. 10.000,00
c. Biaya Relaas Panggilan Termohon Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
e. Biaya Relaas Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon Rp. 740.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan Rp. 370.000,00
5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp1.265.000,00 (satu juta dua

ratus enam puluh lima ribu rupiah)
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